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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perundang-undangan yang tercantum dalam pasalU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwkapenan dianggap
sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan mgasiasing agama
dan kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga lyarngenand. Jadi,
selain perkawinan itu sah menurut agamanya, perkawiersebut juga
harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenangen&amdengan
dicatatkannya perkawinan tersebut maka status waerganya menjadigal
wedding,sebaliknya jika tidak dicatatkan maka perkawinasekut adalah

illegal wedding.

Akibat hukum dari perkawinan sah adalah mendapdindangan
hukum, jaminan kelangsungan hidup, dan mendapat sedlagai warga
negara. Begitu sebaliknya jika suatu perkawinamadertanpa dicatatkan
dilembaga yang berwenang (tidak sah) maka yangadekprban dalam hal
ini adalah anak hasil perkawinan tersebut, karaalaya tidak didapatkan
sepenuhnya. Sehingga perlu diadakannya pencatdkam mgar status
perkawinannya menjadi sah menurut peraturan pengadadangan dan

mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

1 UU Perkawinan No. 1 Th. 1978urabaya: Penerbit Arkola, h. 6.



Dan sudah seharusnya setiap warga negara mencatatka
pernikahannya di lembaga yang berwenang, karengadehal itu akan

mendapat jaminan perlindungan hukum sebagai wargara.

Mengenai masalah pencatatan perkawinan sebenaiayatérmaktub
dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Th.1974 tentang pdriaaw tetapi sampai
saat ini masih didasarkan adanya kendala dalankgaaiaannya. Hal ini
mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yamgebang teguh
kepada perspektif figih tradisional. Menurut pemahaman sebagian
masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabilatketeketentuan yang
termaktub dalam kitab-kitab figih sudah terpenukiak perlu ada

pencatatan di Kantor Urusan Agafa.

Sebagai akibat dari pemikiran tersebut, banyak ulngerkawinan
secara sirri tanpa melibatkan Pegawai PencatahNREN) sebagai petugas
resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktaiefgkenyebab mereka
melakukan perkawinan secara diam-diam (sirri) antain: (1) pengetahuan
masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandungmaperkawinan masih
sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masdeawinan itu
adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada camgngain pemerintah. (2)
adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilahgé&npensiun janda

apabila perkawinan baru didaftarkan pada PPN.iddktada izin istri atau

2 Figih tradisional disini diartikan sebagai suafinén dasar dari hukum Islam
mengenai syarat dan rukun pernikahan yang diatlalainnya

% Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH,. S.IP., M. HurAneka Masalah Hukum Perdata
Islam di IndonesiaJakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 47



istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang biesathkawin lebih dari
seorang. (4) adanya kekhawatiran orang tua terhadagnya yang sudah
bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingghaavatirkan terjadi hal-
hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkaecara diam-diam dan
tidak dicatatkan di KUA. (5) adanya kekhawatiraaray tua yang berlebihan
terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera idkawdengan suatu
harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batasyang ditentukan
terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sedelagan ketentuan

yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Th.1974 tentang peiriaw
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabilekuéida menurut
masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selgajudalam
penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidakparkawinan di luar
masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudi@amdpasal 2 ayat 2
UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan disebutkan bahtiep-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan yantakerPeraturan yang
dimaksud adalah UU No.22 Th.1946 dan UU No0.32 Ts1%edangkan
kewajiban PPN diatur dalam Peraturan Menteri Ag&hio.1 Th.1955 dan
No.2 Th.1954. Menurut PP No.9 Th.1975 bahwa petaathagi mereka

yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pen#tah (PPN

Terhadap ketentuan diatas, sampai sekarang parah@um baik

dikalangan akademis maupun para praktisi hukum hmaesibeda pendapat

% Ibid, h. 48.



tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawiriéarena perkawinan
tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuag lparlaku, akan tetapi
jika dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yaregasa dirugikan
maka dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dsa fmeminta pembatalan

nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Ahmad Rafig dalam buku Hukum Islam di Inesia®
pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakatakaryg masih perlu
disosialisasikan. Karena akibat pemahaman figitgysamtris, yang hampir
dalam kitab-kitab figih tidak dibicarakan, karerggasan dengan situasi dan
kondisi waktu figih itu ditulis. Dan karena tidaklanya pencatatan nikah
dalam hal ini yang dirugikan adalah status dan yalg sudah seharusnya
didapat oleh seorang anak dari hasil perkawinarsebert, sehingga

menimbulkan tidak adanya pengakuan anak yang jelas.

Pengakuan anak dalam hukum islam disebut defigtilhag” atau
“igrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secakareila terhadap
seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan daratamengk tersebut,
baik anak tersebut berstatus diluar nikah atawktaiketahui asal usulnya.
Pengakuan anak diluar kawin hampir sama denganagaag sebagaimana

yang diatur dalam BW yang sering disebut dengak esagar®

® Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: Manajemen PT Raja Grafindo
Persada, 1995, h. 118.

6 Neng Djubaidah S.H., M.HRencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
dicatat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 363-367.



Menurut Taufiq) anak wajar adalah anak yang dilahirkan diluar
perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, angérvdpakai dalam
dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup aeamak diluar kawin
yang disahkan, dalam arti sempit hanya mencakug gaag lahir akibat
overspelatau incest Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai
hubungan perdata dengan orang tuanya hanya deagapaengakuan secara

sukarela dengan paksa sesuai pasal 280 KUH Perdata.

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam huterdata, yaitu
(1) anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dakatan perkawinan yang
sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW. &R)yamg diakui, yaitu
pengakuan anak terhadap anak diluar kawin, pengakuaapat dilakukan
oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anajamlekedua orang
tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur qsdaai 280 BW. (3)
anak yang disahkan, yaitu anak diluar kawin arga@ang wanita dan pria
yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah gahgitu sebagai anak
mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakagamnemencatatnya
dalam akta perkawinghDan karena berbagai macam status anak diatas
mengakibatkan kedudukan anak tersebut sulit memndapadindungan

hukum yang tertuang dalam UUD pasal 28B ayat 2.

" Taufigq, Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertdbs Hukum
Islam, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum No.15 Tahun Mirbinbaparais Dep.Agama,
Jakarta, 1994.

8 Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hurop.cit,h. 76.



Mengenai kedudukan anak ada beberapa hukum yangamoenya.
Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau shibkean selama
perkawinan memperoleh nasab dari ayahnya (pasal 268k diluar kawin,
kecuali yang dilahirkan melalui perzinaan atau piexam darah, disahkan
oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibiekeerapabila sebelum
melakukan perkawinan mereka telah mengaku sechrgedadap anak itu,
atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta mérikennya itu sendiri
(pasal 272§. Dengan adanya pengakuan terhadap anak diluar kawin
terlahirlah hubungan perdata antara anak itu da atau ibunya (pasal

280).

Didalam figih tidak ada ketentuan khusus yang menmgéentang
kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun tdaran perkawinan
dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allalaragpemperoleh
keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yam@dalah anak yang
dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghknderpeliharanya
keturunan dengan baik dan terang diketahui sanab&etetangga, dilarang
terjadinya perkawinan diam-diam dan setiap anaksharengetahui bapak
dan ibunya® Karena dengan keterbukaan atas perkawinan itu akak

mengetahui dan mendapatkan hak-haknya sebagadanakang tuanya.

Sebagai orangtua sudah seharusnya memberikan jarketadupan

yang layak bagi anak- anaknya, mulai dari perawsta, pendidikan,

° Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuroniyah, S.MLISI., Hukum Perkawinan
Islam Di Indonesia (Perbandingan Figih dan Hukunsii), Yogyakarta: 2011, h. 240.
01bid., h. 243.



sampai pada kelangsungan untuk melanjutkan regenlesaidupan yang
akan datang. Hal ini sudah pasti didapat oleh aaalg terlahir seperti
biasanya (dalam perkawinan sah), akan tetapi hdlerbeda dengan anak
yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang tisak (tidak tercatat
dalam buku negara) maka jaminan untuk kelangsumggdump sulit untuk
didapatkan, meskipun dalam pasal 28B ayat (2) U9B5T menyatakan
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbah berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasanidinninasi.” Akan tetapi
jaminan dari pasal tersebut terhalang oleh salah pasal dalam UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasalay® (2) yang
berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinannlga mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Jika melihat pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tidd& ketentuan
khusus mengenai kedudukan anak, baik terkait amhkasau tidak sah,
sehingga dalam hal ini seharusnya semua anak matkdagaminan hidup
yang sama tanpa terkecuali. Tapi hal itu berbedaale kenyataan yang
banyak terjadi dinegeri ini, ada salah satu anaigtarlahir dalam sebuah
perkawinan dibawah tangan yang tidak mendapatnplerigan hukum yang
karenanya terhalang oleh pasal 43 ayat (1 dan 2)Pdtkawinan No.1
Tahun 1974. Dalam ayat (1) berbunyi “anak yangrlaiuar perkawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibuny&elaarga ibunya”,

' UUD 1945 Perubahan Kedu®asal 28B ayat (2)



dan pasal (2) berbunyi "kedudukan anak tersebut @yadiatas selanjutnya

akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Berbicara mengenai kedudukan anak dalam perspédiaifum
normatif, sebenarnya sudah jelas bentuk perlindumgmyang diatur dalam
perundang-undangan yang berlaku (UU Perlindungaakpnakan tetapi
karena adanya perkawinan yang terjadi dibawah tar{gari) membuat
status anak tersebut tidak diakui oleh negara, ip@skanak tersebut tidak
terlibat dalam kesalahan yang telah dilakukan ol@imgtuanya. Perkawinan
yang seharusnya memiliki tujuan bahagia sejahtdtarang sudah tidak ada

lagi, hal tersebut karena adanya tipe perkawinag yiisebut kawin sirri.

Tidak ada yang mengatur tentang status dan kedodp&egkawinan
sirri dalam hukum normatif karena hal itu tidak kiia oleh negara,
meskipun perkawinan tersebut adalah sah (dalamm)slBerkawinan sirri
adalah perkawinan yang sah, sesuai dengan ketesyaeat dan rukun nikah
dalam Islam yang dilakukan tanpa sepengetahuanakamyang dan tidak

tercatat dalam buku perkawinan negara.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa tidak ada perigdn hukum
mengenai pernikahan sirri di negeri ini karena p@fman tersebut adalah

tidak sah, baik itu istri maupun anak dari pernd@kersebut.



Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturamak
adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehantégalin hubungan

perkawinan yang safi.

Akan tetapi sejak dikeluarkan Putusan MK No. 46/P{JUW/2010
Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan oleh Mamkh Konstitusi
pada waktu lalu, sekarang status anak di luar kaméndapat perlindungan

hukum yang sama dengan anak lainnya.

Hari Senin, 13 Februari 2012 para hakim Mahkamamsktusi
memutuskan perkara tersebut dan diucapkan dalaangioleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, &brirari 2012 oleh
sembilan hakim MK, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua megkap anggota).,
Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahm&adlil Sumadi,
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Mmmad Alim,
masing- masing sebagai anggota, dengan didampiragdidh Wibowo
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri olela ggmohon dan/atau

kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan RakyrR].

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukamakadi luar
perkawinan adalah putusan terbaru yang dikeluarkkatn Mahkamah
Konstitusi dalam waktu dekat ini, yang mendapat fdem kontra dari
masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (Mi#llanggapan bahwa

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menuai kawersi serta

2 Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuroniyah, S.M.Sl., op.cit.,h. 244.
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menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keggacadi kalangan umat
Islam karena berkembang pendapat dan pemahamaranalgsty bahwa
putusan tersebut telah bersentuhan dan mengubatatsislam. Dengan
demikian oleh MUl menganggap bahwa MK telah mengganmengubah,
bahkan merusak hukum Islam yang bersumber dariufdsg dan Sunnah
karena sebagai konsekuensi putusan tersebut. Bekdas kesimpulan
tersebut MUI berpendapat bahwa putusan MK NomoPW4&l-VIII/2010
sepanjang memaknai pengertian “hubungan perdaatara anak hasil zina
dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya kieluarganya adalah
adalah hubungan nasab, waris, wali dan nafagah maksan MK tersebut
bertentangan dengan ajaran IsfdnSedangkan yang dimaksud MK adalah
mengenai pertanggungjawaban seorang bapak yangeivedmkan kelahiran
anak tersebut dengan membebankan biaya kehidupbadss anak itu.
Karena wilayah MK disini adalah mengenai ketidakadijika beban
terhadap keberlangsungan seorang anak akibat leelahdi luar
kehendaknya hanya diberikan kepada ibunya, selgbibisa diselaraskan

dengan ketentuan hukum masing-masing agama terkait.

Dari adanya putusan tersebut bermaksud untuk malgichak- hak
seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yselgarusnya mendapat

perlindungan hukum, bukan berarti melindungi pexaan. Karena sejatinya

3 Hubungan Perdata yang dimaksud disini adalah hyssuryang bisa berakibat
adanya nasab, waris dan wali, sedangkan MK setidak masuk dalam permasalahan
tersebut karena yang dimaksud oleh MK mengenai fydu perdata disini adalah
hubungan antara anak dengan ayah biologisnya dedigaktikan melalui alat teknologi
sehingga ada pertanggungjawaban dari seorang eadap anak yang lahir.

4 Brosur MUI
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putusan tersebut berlatar belakang dari permasalphgkawinan seorang
tokoh nasional (Moerdiono) dengan seorang artis fiifyah Mochtar alias
Machica Mochtar) yang tidak dicatatkan kepada legabgang berwenang
(nikah siri) pada 15 tahun yang lalu. Alasan teampadlicatatkannya
perkawinan tersebut karena pada waktu itu Moerdisndah beristri
sedangkan persyaratan untuk berpoligami tidak ditkam dan akibat dari
itu anak yang sudah terlanjur lahir tidak bisa nagmatkan hak-haknya
seperti anak sah lainnya karena status perkawiremgduanya sedangkan
dalam hukum negara maupun hukum agama (dalam hagama Islam)
tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggungsisakibat yang
dilakukan oleh kedua orang tuanya atau yang dikdaafan istilah “dosa

turunan”.

Dari permasalahan tersebut penulis bermaksud mpgmigtkam bentuk
skripsi tentandg'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

46/PUU-VI11/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis kanubeberapa
pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi Pokok-pokok
permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bepartanyaan-

pertanyaan sebagai berikut :
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1. Bagaimana putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang
kedudukan anak di luar perkawinan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim
MK dalam mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-\20I10

tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumussalainamaka

dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201@ntang
kedudukan anak di luar perkawinan yang mendapdingangan
hukum.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakeh para
Hakim MK terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/20tehtang

kedudukan anak di luar perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapajagnbarkan sebagai

berikut:

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suammikiean baru

bagi generasi penerus bangsa (mahasiswa) dalamiptedan hal-hal
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yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mamapuberikan
penjelasan mengenai dilindunginya status anak dr jperkawinan

melalui putusan MK tersebut.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan skdusi
berupa bahan bacaan perpustakaan di lingkungan M&lisongo
Semarang, khususnya di Fakultas Syariah Jurusaahwél Al-

Syakhsiyah.

E. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengerfAinalisis Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tetang
Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan; penulis akan menelaah beberapa
buku dan literatur lain yang berkaitan untuk difati sebagai referensi,
sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisapsiskni. Sehingga
akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ingde penelitian atau karya

ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yaecghubungan
dengan kedudukan anak di luar perkawinan dan jugajadi bagian

penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:
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1. Faiz Rokhman, 042111084 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak
Waris Anak Zina(Studi Analisis Pasal 869 KUH PerdjtaFakultas
Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009.

Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak hasid zang
mendapat hak yang sama dengan anak di luar perkavjperkawinan
tidak sah), disesuaikan dengan pasal-pasal yandaper dalam

KUHPer dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Ahmad Adib, 2102039,Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang
Anak Menjadi Wali Nikah Ibuny&akultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang Tahun 2008.

Dalam skripsi ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwarsang anak tidak
bisa menjadi wali nikah terhadap pernikahan ibukgaena anak

tersebut berstatus anak tidak sah (tidak hasi).zina

3. Drs. H. Wasman, M.Ag. dan Wardah Nuroniyah, S.H.l., M.SI.,
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingaigit- dan
HukumPositif), Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Dalam buku ini, dijelaskan mengenai kedudukan and&n
perbandingan antara hukum agama (figh Islam) dehgkam positif.

4. Neng Djubaidah, S.H., M.H
Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicaf&tenurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Isladgkarta: Penerbit Sinar

Grafika, 2010.
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Dalam buku ini dijelaskan mengenai prosedur petaatperkawinan
dan pentingnya pencatatan tersebut, juga membamiang hal-hal
yang berkaitan dengan nikah dibawah tangan (sbap akibat

hukumnya.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penuliabadalah sama
membahas tentaranak (di luar perkawinan dan satgkan tetapi berbeda
dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, lgiekbedaannya adalah
karena penulis menggunakan penelitian dengan nanalakumen hasil
putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan andékar perkawinan
yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini menegasi@hwa belum
pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama aermenelitian ini, hal
itu dikarenakan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 adglatusan terbaru yang

di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hariah7 Februari 2012.

Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi krites@bagai karya
ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sdsugan tujuan yang

dimaksud, maka penulis menggunakan metode, amtiara |
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1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitianadalah penelitian
dokumen fjbrary research}®, berupa putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawindengan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini rtban untuk
menggali dan membangun suatu proposisi atau mek@@lamakna di
balik realita. Peneliti berpijak dari realita ataperistiwa yang
berlangsung di lapangan. Penelitian ini berupaymamelang apa yang
sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukaruan-temuan
yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apagydilakukan
peneliti selama di lapangan termasuk dalam poaisg\berdasar kasus
atau ideografi yang mengarahkan perhatian padaifikpss kasus-

kasus tertentu.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yarak tithpat
dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yangndasari masalah
dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengalakukan studi
kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat reestgh informasi
tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang kaitannya dengan
penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telatilakukan
sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaarelipedapat
memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-penmkyeang relevan

dengan penelitiannya.

15 Masyhuri dan M. Zainuddinyietodologi PenelitianBandung: Refika Aditama,
2008, h. 50.
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Jenis Penelitian ini pada intinya juga menggunakamian
pendekatan secara yuridis normatif dengan perati?arundang-
undangan dan pertimbangan para hakim dalam menatusktusan
tersebut sebagai basis penelitiannya akan tetagadiah ini akan
diuraikan satu per satu untuk setiap rumusan niasga

3. Metode pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum nibriyaitu

pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara miebalin pustaka
(dokumen) dan data sekund&rAtau disebut juga penelitian hukum
kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan amlengara
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan mat@cam
material yang terdapat di ruang kepustakaan unikejidSeperti buku-
buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, laiarain. Disini
penulis akan menganalisa dengan menggunakan pdadekakum
normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasaasgagbaru dalam
menyikapi permasalahan yang ada di atas.

2. Sumber data

Sumber datd dalam penelitian ini sesuai dengan jenis
penggolongannya ke dalam penelitian dokumen, maldabs dapat
dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adatsturden (hasil

putusan), yang berupa data-data yang diperolehlipetiari browsing

'* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudienelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
SingkatJakarta: CV. Rajawali, 1985, h. 15.

7 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakfeikarta: PT.
Rineka Cipta, 2006, h. 107.
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dan perpustakaan melalui penelusuran terhadap tukuiteratur, baik

yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang beraifairitatif, artinya

bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukumeprdi samping
perundang-undangan yang mempunyai otoritas adaialsgn mahkamah
konstitusi*® Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah ushoén
putusan MK No0.46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukanalandi luar
perkawinan, dan hasil wawancara langsung dari pejelis hakim yang
bersangkutan. Adapun hasil wawancara sebagaimdasaner.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutigwaber
lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudgberdleh dari
sumber kedua atau ketiga. Sumber data sekundepeiagiitian ini
diperoleh dari buku-buku kontemporer, beberapardlite dan
sumber- sumber lain yang memiliki relevansi deng@mk yang
sedang penulis bahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalgierse
bukunya Prof. DR. Amir Syarifuddirjukum Perkawinan Islam Di
Indonesia UU Perlindungan Anak, Drs. H. Wasman, M. Ag.,
Wardah Nuroniyah, S.H.l., M.S.IHukum Perkawinan Islam Di
Indonesia (Perbandingan Figih dan Hukum Positiflan Neng

Djubaidah, S.H,. M.H.Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan

18 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Prenada Media, 2005, h. 142.



19

Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesian Hukum

Islam).

c. Teknik Pengumpulan Data
1) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari ydatg
otentik yang bersifat dokumentasi baik data ituupar catatan
harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapamg
dimaksud dengan dokumen di sini adalah data at&aunden dari

putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010.

2) Wawancara

Metode Wawancara di gunakan untuk memperoleh irdsrm
tentang hal-hal yang tidak di peroleh lewat pendamad Wawancara
merupakan cara yang di gunakan untuk memperoledrdtegan secara
lisan guna mencapai tujuan tertefftulVawancara ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim MahkamahstKosi
dalam memutus perkara tentang kedudukan anak dp&r&gawinan yang
berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara tersellakukan kepada

Hamdan Zoelva (salah satu Hakim Mahkamah Kons}itusi

Wawancara kepada Hakim MK ini bertujuan untuk mésige apa
faktor yang menyebabkan di keluarkannya putusan Kkngenai
kedudukan anak di luar perkawinan, dan bagaimartariiangan Hakim

dalam memutus perkara tersebut.

19 Ashofa BurhanMetode Penelitian Hukurdakarta: PT Rineka Cipta cet.l, 1996,
h. 59.
20 |bid, h. 95.
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3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dadaralipan ini
adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gégatenya. Maksudnya
adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agat degmbantu teori-
teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-tesmi?*

Di sini penulis menganalisis putusan MK tentangukitkan anak
diluar perkawinan, dimana nantinya penulis akandapatkan beberapa
penegasan dari beberapa pertimbangan hakim dalamutugkan
putusan tersebut yang diharapkan bisa memunculkhnabs gagasan

baru terkaikedudukan anak di luar perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secardukaban, maka
diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapua path pertama berisi
tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pdraban skripsi ini
yang terdiri atas latar belakang masalah yang mmjyz untuk memberikan
alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembat@agerumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitiang ylipergunakan dalam
rangka memudahkan penulisan, kajian pustaka dénssika penyusunan
dipergunakan untuk memberikan penjelasan secaia gasar mengenai

pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi exlaFbab dua penulis

2t Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukumlakarta: Ul Press cet ke-3,
1986, h. 50.
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menguraikan tentang tinjauan umum mengenai teori-tgang terdapat
dalam perkawinan, yaitu syarat, rukun, dan sahngekawinan. Dan
kedudukan anak dalam perkawinan. Pada bab tigaibemntang profil
Mahkamah Konstitusi serta perannya. Sehingga bas#idilanjutkan dalam
pembahasan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tegtkedudukan
anak di luar perkawinan. Kemudian, bagaimana pégmgan para Hakim
dalam memutuskan putusan tersebut. Pada bab emgaibahas inti
persoalan yang diperbincangkan dalam skripsi iaituymenganalisa dari
putusan yang dikeluarkan MK Nomor 46/PUU-VIII/201@ntang
kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian, mealggm bagaimana
pertimbangan para Hakim dalam memutuskan putusaehiet. Dan pada
bab lima merupakan sub bab penutup dari skripsy@mg menguraikan
tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran yangaken kristalisasi

dari bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dardgftar kepustakaan.



